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MASIH PERLU KERJA KERAS
TEKAN KEMISKINAN

Kemiskinan menurut BPS: Ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan
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Indonesia termasuk yang paling timpang

A1% dari orang yang terkaya menguasai 49,3% dari total kekayaan nasional
. A0% dari orang terkaya Indonesia memiliki 75,7% dari kekayaan nasional

Indonesia is one of the most unequal countries

The world's most unequal countries

Share of total wealth of richest 1% in selected countries in 2016
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Mexico BB 38.2% The richest 10% of Indonesians own an

estimated 75.7% of all the country’s wealth
SR INDEPENDENT statista®a




Sebab-sebab Ketimpangan

Direktur INFID: kekayaan empat orang terkaya dilndonesia setara dengan gabungan
kekayaan 100 juta orang termiskin e. 2?7?2272 ( met hodol ogy questi on)

Data BPS: penduduk miskin jumlahnya 28,01 juta orang

Penyebab Ketimpangan di Indonesia

B} Fundamentalisme pasar yang Rasio Gini Indonesia

mendorong orang kaya meraup 0.5
keuntungan terbesar dari .
pertumbuhan ekonomi.

Political capture yang meningkat,
yaitu orang kaya mampu memanfaat-
kan pengaruh mengubah aturan yang 0,410 0,406

—

dapat menguntungkan mereka. . — s —
p g ,g, = 0.4 |- 0’413 0 ‘\{
[l Ketidaksetaraan gender. s

Upah murah yang menyebabkan
masyarakat bawah tidak mampu
mengangkat diri dari jurang
kemiskinan.

B Ketimpangan akses antara perdesaan 0.3 L 4 L 1 i

dan perkotaan terhadap infrastruktur. s t2012 AL gL, A L\
. - atatan:
ﬂ Sistem perpajakan yang gagal Rasio Gini memiliki skala 0 hingga 1. Semakin
memainkan peran pentingnya dalam besar rasio Gini, ketimpangan semakin tinggi.
mendistribusikan kekayaan. Semakin kecil rasio Gini, ketimpangan semakin

Sumber: Oxfam dan Infid/BPS/ -1 rendah.




Kota vs Desa

Aemiskinan di Perkotaan 7.26% Sept 2017 (7.72% Maret 2017) dan 13.47% (13.93%  Maret
2017) di Pedesaan.

Aetimpangan didominasi di perkotaan

AMenurunnya rasio Gini pada September 2016 tertolong dengan turunnya Ginidi pedesaan (9

poin );

Gambar 1
Perkembangan Gini Ratio, 2010-September 2016
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Target Kemiskinan 7-8% 2019

Strategi khusus yang dilakukan pemerintah:

1. Integrasi pemberian manfaat pendidikan dengan kesehatan dengan
meningkatkan pelaksanaan jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran,
serta pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti peserta penerima bantuan
luran (PBI) melalui jaminan kesehatan nasional (JKN)/kartu Indonesia
Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta orang.

2. Bantuan pendidikan/Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 19,7 juta
orang. Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari 1,2 juta
keluarga penerima manfaat (KPM) di 44 kota menjadi 10 juta di 217
kabupaten/kota. Serta perluasan program keluarga harapan dari 6 juta
KPM menjadi 10 juta KPM.

padat karya tunai alias cash for work.
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Sinergi dan komplementaritas progr&dd8MENSOS
untuk Keluarga Miskin
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TRANSFORMASI PERLINDUNGANAMINANSOSIAL

YANG KOMPREHENSIF

Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminarb Asuransi Jaminan Sosial

Aspek ‘_
pendidikan B B

KARTU INDONESIA PINTAR

@ _ ==

KELUARGA SEJAHTERA (KKYS)

Aspek kesehatan“

KARTU INDONESIA

Bantuan sosial berbasis
komunitas dan institusuntuk

penduduk di luar sistem KOMPLEMENTARITAS

keluarga PROGRAM

Pengembangan Penghidupan

Berkelanjutan (P2B)---KUBE/UEP
- Peningkatan kapasitas =

Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial: pangan, shelter, UEP. p
karya

Bantuan Korban Kekerasan, Trafficking, dsb: pangan, shelter, UEP

Bantuan Guncangan Ekonomi: bantuan tunai

Bantuan penghidupan berkelanjutaKUBE/UEP



Komplementaritas Program Bantuan Sosial
Untuk GRADUASI
Keluarga I
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Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) I

Perbalkan Rumah / |

Keluanga
Sejahtera
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Bantuan Langsung /Jaminan Sosial
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Permasalahan Pentargetan Penerima Bantuan Sosial Kurang Tepat

Cakupalf\ rumah tangga di desil satu | Overlap antara
(termiskin) dengan program-program sosial program sosial
yang berbeda sangat kecil

Catatan: Overlap antara
program di desil termiskin
(10%) masih sangat rendah.
Hal ini disebabkan karena
cakupan program PKH masih
kecil dan survei Susenas sulit
untuk menangkap program
kecil.

Rastra 75%

JKN /

- PBI 50%

16%

N

Sumber: Perhitungan World Bank berdasarkan Susenas 2014




SeharusnydMenjadbatulLingkaran

PBI

KKS/Rastra

Perlu dilakukan:

1. Penyamaan jumlah variabel
untuk data PBI, KKS, dan PKH
yang Non BDT

2. Pengelolaan dan pelayanan
data Kesos yang terpadu di
Pusdatin

Dl

Penetapan hasil Verifikasi dan
validasi data BDT di putuskan Mei
dan Nopember setiap tahunnya
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Rp 19.787.000.000.000
a 14.332.212 KPM
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" Subsidi
Rastra

RASTRA Rp 21.362.648.800.000

15.764.620 KPM
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Bansos
Pangan
Non Tunai

Rp 1.575.648.800.000
1.432.408 KPM
(Teralokasi 1.286.194 KPM)

KPM= Keluarga Penerima Manfaat

®
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Integrasi Bansos dalam KKS Tahun 2018

Data BNBA sesual Kepmensos
57/HUK/2017 tgl 30 Mei 2017 ttg

BDT 2017 Data Terpadu PFM
28.488.031
Keluarga

(Target SubS|d|
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Bantuan PKH dan BPNT sudah mulai
— disalurkan via KKS; Masih diperlukan
KKS baru 20 juta.

®
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KUBE dan Rutilahu

KUBE merupakan suatu usaha dimana beberapa keluarga
yang melakukan kegiatan usaha secara
bersama/berkelompok.

KUBE merupakan nwadah yang m
mengelola keluarga binaan sosial yang telah mendapatkan
bantuan sarana usaha dari pemerintah sebagai usaha

unt uk meni ngkatkan kesej aht e




KUBE dan Rutilahu
-

Perdesaan 73.600 1.000
Perkotaan 36.800 2.000 -
Pesisir/PP 20.000 15 710
Jumlah 130.400 2.515 1.710
Rumah Tidak Layak Huni Rp. 15.000.000 /KPM

Bantuan Sarana Prasarana Usaha Rp. 10.000.000 /KPM

1/16/2018




Program Padat Karya

Padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak
menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin.

Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka
lapangan kerja bagi keluarga-keluarga miskin atau kurang mampu yang
mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap.

Masalah yang dihadapi dalam program kerja padat karya adalah faktor
upah yang ideal bagi seorang pekerja.

Pemerintah akan lebih mementingkan proyek-proyek padat karya agar
kegiatan tersebut dapat mendorong kepentingan golongan ekonomi
rendah.




Program Padat Karya

Program padat karya ini juga dilakukan dinegara lain,
dalam rangka memperbaiki daya beli masyarakat.

Program padat karya focus di desa, anggaran Rp.12T
atau 20% dari dana Desa Rp 60T. Jika program ini dapat
mempekerjakan 200 pekerja/desa, jia ada 74.000 Desa,
maka bisa menyerap 15 juta tenaga kerja

Jika bisa memberi lapangan kerja selama 4-5 bulan,
maka program ini dapat meningkat daya beli masyarakat.

1/16/2018
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BDT dan Data KPM penerima Program gewrs

PLN/ GESIUE)
BDT LPG PBI KKS/(KIP=
(BPJS) anak KKS)
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